=

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Khadirat Tuhan YME, karenaatasRahmatdanKarunia-Nya kami

dapatmenyelesaikanpenyusunanLaporanKinerjalnstansiPemerintahan (LKIP) Badan

Perencanaan PembangunanKota Bogor Tahun2018.PenyusunanLKIP
inimerupakanperwujudansalahsatuindikator( tolokukur)
dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahanyang baik(good governance)

danberkaitandenganKinerjalnstansiPemerintahdalammemberikanpelayananprima
sertamenyampaikanpertanggung-
jawabankinerjakepadapemerintahdanmasyarakatpadaumumnya.

Laporan Kinerja
InstansiPemerintahinisecaragarisbesarberisikaninformasimengenairencanakinerjadanc
apaiankinerja yang telahdilaksanakandalamTahunAnggaran2018 yang
mengacukepadaRencanaStrategisBadan Perncanaan Pembangunan Kota Bogor
Tahun2014 —2019. Secarayuridis formal
LaporanKinerjalnstansiPemerintahinidisusunsebagaitindaklanjutdariPeraturanPemerint
ahNomor8 Tahun2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah
(lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2006NomorLaporanKinerjaNomor4614),
denganNegara RepublikindonesiaberpedomanpadaPeraturanMenteriNegara
PendayagunaanAparatur NegaradanReformasiBirokrasiNomor53Tahun2014
tentangPetunjukTeknisPerjanjianKinerja,
PelaporanKinerjadanTatacaraReviuatasLaporanKinerjalnstansiPemerintah.
DalampenyusunanLaporanKinerjalnstansiPemerintahini,kami

telahberupayasecaraoptimal, namun kami
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menyadaribahwadalampenyusunannyamasihjauhdarisempurnadanbelumsepenuhnyad

apatmemenuhiharapansebagaimanamestinya. Olehkarenaitudengantanganterbuka,
masukandansaran yangkonstruktifsangat kami
harapkanuntukperbaikansertapenyempurnaanpenyusunanlaporandi tahun
yangakandatang.

Akhirkata,

semogalaporaninidapatbermanfaatbagikitasemuakhususnyadalammengevaluasipelaks

anaantugaspokokdanfungsiBadan Perencanaan Pembangunan KotaBogor.

Bogor, 2019

KEPALA

Ir. ERNA HERNAWATI, MM.,MBA
Pembina Utama Muda

NIP. 19621208 199203 2 004
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat
pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang
lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP
menjadialatukurbagikeberhasilanataukegagalan SKPD
dalammencapaisasaranstrategissesuaidenganRenstra-SKPD
danmemberikanumpanbalikuntukmeningkatkankinerja.

LaporankinerjaBappedaKota BogorTahun 2018disusunmelaluipengukuran data
kinerja yang melibatkanseluruhbagian di lingkunganBappedaKota
Bogor.Capaiankinerjadiukurdenganmembandingkanantara target kinerja yang
diperjanjikandalamdokumenperjanjiankinerja, denganhasilpengukurankinerja.

Badan Perencanan Pembangunan Kota Bogor yang mempunyai kewenangan
dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam
siklus  perencanan pembangunan karena informasihasilevaluasikinerja  yang
merupakanbagianintidarilaporanakuntabilitaskinerjamerupakankritikal point yang
pentingdalammelakukanperbaikandalamsiklusperencananpembangunanselanjutnya.
Melaluievaluasi, dapatdiketahuisebabkeberhasilandankegagalankegiatan SKPD yang
selanjutnyaakandipertanggungjawabkandalamsebuahmekanisme yang ada.

Penentuanvariabelsebagaiindikatorkinerjadanpemilihan parameter yang
tepatdalamsebuahpengukurankinerja,  akandidapatpelaksanaanevaluasikinerja  yang
akuntabelsehinggamemberikankontribusipositifbagioptimalisasikinerja Badan
Perencanaan Pembanguan padatahun-tahunberikutnya. Dalampenyusunan LKIP Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Bogorpada periode Januari sampai dengan

DesemberTahun
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2018.BappedamenggunakanindikatorkinerjahasilReviuKementerianPendayaagunaanApar
atur NegaradanReformasiBirokrasi.
Padatahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Bogormemiliki4sasarandan8indikator yang ditetapkanyaitu:

SASARAN :

1. Meningkatnyasinergitasdankeberkelanjutanperencanaanpembangunandaerah.
2. Meningkatnyacapaiankinerjaperencanaanpembangunandaerah
3. Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalamperencanaanpembangunandaerabh.

4. Meningkatnyaakuntabilitaskinerjaperencanaanpembangunandaerah

INDIKATOR :

1. Prosentasekeselarasanantararenstra/renjaperangkatdaerahdengan RPJMD/RKPD.

2. Persentasekeselarasanantaraperencanaansektor( master
plan/rencanainduk/rencanaaksi) dengan RPJMD/RKPD.

3. Persentaseindikatorkinerjasasaranpembangunandaerahdalam RPJMD yang
mencapai target.

4. Persentaseindikatorkinerja program prioritaspembangunanderahdalam RPJMD
yang mencapai target.

5. Prosentaseusulanmasyarakat yang terakomodirdalam APBD.

6. Persentaseinovasimasyarakatdiimplementasikanuntukmenunjangvisimisikota.

7. Penilaian AKIP Bappeda.

8. Persentasetindaklanjutatasrekomendasihasilpemeriksaan BPK,

InspektoratPropinsi, danataulnspektorat Kota.

Dalam pelaksanaan program dankegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupaanggarandan
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Sumber Daya Manusia, maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018ditetapkan
dengan dokumen PerjanjianKinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bogor. Dokumen PerjanjianKinerjatersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan
capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Darerah
Kota Bogor tahun 2018Dalam dokumen PerjanjianKinerjadiuraikan sasaran-sasaran
strategis untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2018, program-program,
dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.:
Selainbeberapacapaianindikatorkinerjatersebut,
masihditemuibeberapakendaladanpermasalahandalampeningkatankinerja Badan
Perencanaan PembangunanDaerah antara lain :

Belum optmalnya tingkataplikasidokumenperencanaanpembangunan;

Belum optimalnyatingkataplikasidokumenpenelitian dan kajian yang dihasilkanoleh

Badan Perencanaan Pembanguna Daerah ;

Belumoptimalnyatingkatpengelolaandaerah yang terintegrasidarihuluhinggabhilirdari

proses perencanaanpembangunandaerah, pelaksanaananggaran,

pengawasananggaransertapenilaiankinerjapelaksanaananggaranberbasisteknologiinf

ormasi;

Persentasejumlahpegawai yang

meningkatpengetahuandanketerampilannyasetelahmengikutidiklatbelummaksimal;

Belumoptimalnyafungsi dan peranjabatanfungsionalperencana; dan

Untukmengatasipermasalahantersebut, beberapahalperludilakukan, diantaranyaadalah :

Merencanakanpelaksanaankegiatanpemetaankebutuhandokumenperencanaandanka

jilansektoralkepada SKPD (need assessment);

LKIPBappeda Kota Bogor Tahun 2016iii



Mendorongkebijakan yang berpihakpadaberkembangnyajabatanfungsional di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta memfasilitasipejabatfungsionalyang
telahadauntukmendapatkankreditbagipeningkatankinerjadalamjabatannya;
Mengoptimalkanfungsiperencanaan
kegiatandanmelakukanpengendalianpelaksanaankegiatanberdasarkan time schedule
yang disepakatipadaawalpelaksanankegiatan;
Mengoptimalkankegiatandiklatbagipegawaiuntukpeningkatankapasitasdalambidangp
erencanaan; dan

MengoptimalkanaplikasiSIMRALpadaseluruh SKPD padalingkunganPemerintahKota

Bogor.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. GambaranUmumBappeda Kota Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bogormerupakanlembagateknis di lingkunganPemerintah Kota Bogor yang

memilikikewenangandalam(1)urusanperencanaanpembangunan,

(2)urusanpeataanruang. Salah
satuaspekpentingdalamupayapeningkatankinerjaPemerintah Daerah
adalahmelaluikebijakanperencanaanpembangunandaerah yang

sinergitandanberkelanjutan, Hal inididukungolehUndang-UndangNomor 25 Tahun
2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, yang
menyebutkanbahwaperencanaanpembangunannasionalmaupundaerahterdiridariper
encanaanpembangunanjangkapanjang,
perencanaanpembangunanjangkamenengahdanperencanaanpembangunantahunan.
Mengingatnilaistrategis yang dimilikiolehBadan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bogorsecaranormatif di atas, Badan Prencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bogor adalah “Lokomotif Pembangunan”
daerahsertamenjadiliniterdepandalammenjawabberbagaitantangandanpermasalahan
pelaksanaanpembangunan di Kota Bogor. Olehkarenaituperumusankebijakan,
pembuatanperencanaan, evaluasi, danpengendaliankegiatanpembangunan yang
berorientasikepada proses danhasil agar dapatmemenuhikepentinganpublik,
penyusunannyadilakukansecarapartisipatif, professional
danbertanggungjawabsehinggadapatmencapaisasaran yang diinginkan.
Agarpelaksanaanpembangunansejalandenganorientasi yang
diinginkandanbersifatpartisipatifterhadapperkembangankompleksitaspermasalahan,

sesuaidenganPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentangPerubahanPeraturan
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Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan,
PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan
sertaMusyawarahRencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah
harusmenjadibagian integral dalamsistemperencanaanpembangunannasional, yang
disusunsecarasistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dantanggapterhadapperubahan.
Berdasarkanasasrencanapembangunandaerahtersebut,
makapenyusunanrencanaBadan Perencanaan Pembangunan Darah  Kota
Bogorselalumenyerapinformasidarihasilevaluasikinerjaperencanaansebelumnya.

Dalammelaksanakantugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota bOgor

dipimpinolehseorangKepalaBadan yang
dalampelaksanaantugasnyadibantuoleh:
1. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub BagianUmumdanKepegawaian

2) Sub BagianKeuangan

3) Sub BagianPerencanaandanPelaporan
2. BidangPerencanaanFisikdanPrasarana, membawahkan :

1) Sub BidangPerencanaanTata RuangdanLingkunganHidup

2)  Sub BidangPeencanaanSaranadanPrasarana Kota

3) Sub BidangPerencanaanPerumahandanPermukiman
3. BidangPerencanaanSosialBudayadanPemerintahan, membawahkan :

1) Sub BidangPerencanaanSosialdanBudaya

2)  Sub BidangPerencanaanPemerintahan

3) Sub BidangPerencanaanPemberdayaan
4, BidangPerencanaanPendanaan Pembangunan, Data Informasi Dan

Pelaporanmembawahkan :

1) Sub BidangPerencanaanPendanaan Pembangunan
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2)  Sub BidangEvaluasidanPelaporan
3) Sub Bidang Data Dan Informasi

5. BidangPerencanaanEkonomi, PenelitiandanPengembangan, membawahkan
1) Sub BidangPerencanaanEkonomi

2) Sub BidangPenelitiandanPengembangan

3) Sub BidangPerencanaaninvestasi
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Gambar 1.1
StrukturOrganisasiBappedaKota Bogor
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA BADAN
SKRETARIS
SUBAG UMUM DAN SUBAG PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN SUBAGKEUANGAN DAN PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG PERENCANAAN PENDANAAN
covosson | | ssspmon | | PMOPBEOMNESK | | iy gy || BN
FUNGSIONAL PEMERINTAHAN INFORMAS| DAN
PELAPORAN
SUBID PERENCANAAN SUBID PERENCANAAN SARANA SJBIEEF;\IIE[EQ :,\T ::,C‘ AN SUBID PERENCANAAN
S0SAL DAN BUDAYA DAN PRASARANA KOTA PEMBANGUNAN EKONOMI
SUBID PERENCANAAN SleleJll-\DNzEgmﬁl\Tél? SNIB/;\\LA SUBID DATA DAN SUBID PERENCANAAN
u PEMERINTAHAN = INFORMAS = INVESTAS
HIDUP
SUBID PERENCANAAN SUBID PERENCANAAN SUBID EVALUAS SUBIDLITBANG
-] PEMBERDAYAAN -IPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN| "= PELAPORAN
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Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok,
Fungsi,serta Tata kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bogor

B. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bogor

1. Tugas Pokok Bappeda Kota Bogor
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota BogorNomor 82 Tahun 2016
tentanguraiantugasdanfungsisertatatakerjajabatan structural di

lingkunganBadanPerencaanaan Pembangunan DaerahKota Bogor.

Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Bogormempunyai tugas

walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang

Perencanaan Pembangunan Daerabh.

2.

FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimanatersebutdiatas, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogormempunyaifungsi :

1.

2.

Perumusankebijakanteknis di bidangperencanaan;
Pelaksanaantugasdukunganteknis di bidangperencanaan;
Pembinaandanpelaksanaantugas di bidangperencanaan;
Melaksanakanpemantauan, evaluasi,
danpelaporanpelaksanaantugasdukunganteknis di bidangperencanaan;
Melaksanakanpembinaanteknispenyelenggaraanfungsi-
fungsipenunjangurusanPemerintah Daerah di bidangPerencanaan;
Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehWalikota Bogor

sesuaidengantugasdanfungsinya.
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C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan  hasil analisis dalam penyusunan perencanaan
pembangunan di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis
diantaranya :

1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan

pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum optimal.

2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada
konektifitas secara spesial serta berkelanjutan, permasalahannya a)
Pembangunan daerah masih bersifat persial dan belum sepenuhnya
terintegrasi lintas sektor, b) Pembangunan daerah masih belum
berkesinambungan.

3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalannya pembangunan

daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil output.

D. Dasar Hukum

LKIP BappedaKotaBogorTahun 2018ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. PeraturanPresidenRepublik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2014

tentangSistemAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah;

6. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara
danReformasiBirokrasiNomor 53 Tahun 2014
tentang;PetunjukTeknisPerjanjianKinerjaPelaporanKinerjadantata Cara

ReviuAtaslaporanKinerjalnstansiPemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008
tentangUrusanPemerintahan Kota Bogor;

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016
tentangpembentukandansusunanperangkat Daerah Kota Bogor ( lembaran
Daerah Kota Bogor tahun 2016 nomor 1 seri D );

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 78 Tahun 2015 tentangCapaian Sasaran
Kinerja Tahunan dalam Lampiran VII Kebijakan Umum Dan Program
Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor
Tahun 2015-2019.

10. PeraturanWalikota Bogor Nomor82Tahun 2016tentangUraian
TugasdanFungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di
LingkunganBadanPerencanaan Pembangunan Daerabh;

11. KeputusanWalikota Bogor no. 050.45.304 tahun 2017

tentangPenetapanRencanaKinerjaPemerintah Kota Bogor:

E. SistematikaPenulisan
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MemperhatikanPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara
danReformasiBirokrasiNomor 53 Tahun
2014tentangPetunjukTeknisPerjanjianKinerja, PelaporanKinerjadantata Cara

ReviuAtasLaporanKinerjalnstansiPemerintah, berikutmerupakansistematikapenulisan

LKIP Bappeda Kota BogorTahun 2018.

Bab | PENDAHULUAN

Padababini diuraikan mengenai :

a. GambaranumumBappeda Kota Bogor

b.  TugasPokokdanFungsiBappeda Kota Bogor
c. IsuStrategis

d. DasarHukum, serta

e. SistematikaPenulisan.

Bab IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Padababinidiuraikanmengenai :
a. PerencanaanKinerja

b.  PerjanjianKinerja

Bab IIAKUNTABILITAS KINERJA:
Padababinidiuraikanmengenai :

a. Pengukuran Kinerja

b.  Evaluasi, danCapaianKinerja

c. AkuntabilitasKeuangan

BabIVPENUTUP
Padababinidiuraikankesimpulanumumatascapaiankinerjaorganisasisertalangkah  di

masamendatang yang akandilakukan.
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BAB Il

PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk
dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana
Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu

tertentu.

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitaspengambilan keputusan didepan,

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkandan dihubungkan dengan

pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan Kinerja juga
memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan
program/ kegiatan.Dalammenyusun Perencanaan Kinerja,

dimaksudkanuntuk:

1. Menghubungkanperencanaan strategi dengan perencanaan operasional
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.

3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi danmisi, penetapantujuan, serta

penentuan  strategicara pencapaiantujuan (kebijakan, program, dan

kegiatan), yang secara ringkasdapat diuraikan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI
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VISImerupakan pandangan jauhkedepan,kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harusdibawa danberkaryaagar tetap konsisten dandapateksis, antisipatif,
inovatif serta produktif.Visijuga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masadepan berisikancita dancitra yangingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:
“ Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

secara partisifatif, professional, dan bertanggungjawab ”

Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan artinya perencanaan
pembangunan harus memihak kepada kelestarian dan keseimbangan lingkungan,
peningkatan perekonomian masyarakat serta keadilan dan kesetaraan akses
terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik termasuk keberpihakan pada
kesetaraan gender. Partisipatif : pengambilan keputusan pada setiap tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus bersifat
terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakatProfesional : semua
input SDM Aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi
ketatausahaanBertanggungjawab : proses perencanaan pembangunan harus
terukur baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga memudahkan dalam

pengendalian.

MISladalahpenjabarandari visi organisasi yangdituangkan dalam pernyataan
(statement) organisasiyang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi
merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah,agar visi organisasi dapat tercapai danberhasil denganbaik.
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Untuk mewujudkanvisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bogormempunyai misisebagai berikut:
a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

berkelanjutan

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan
akomodatif.
C. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efesien

dan akuntabel.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bogor
Tahun 2015-2019 sebanyak4 sasaran strategis. Berikut merupakan tujuan, sasaran,

dan indikator sasaran

Tabel 2.1

Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

Indikator tujuan Target indikator

tujuan
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Terwujudnya perencanaan Prosentase Keselarasan antara Program 100%
pembangunan daerah yang Pembangunan daerahdan RPJMD
berkelanjutan (jumlah indikator kinerja program

pembangunan daerah yang menunjang
sasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh

indikator kinerja program pembangunan
daerah X 100%)

Terwujudnya perencanaan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap

pembangunan daerah yang kinerja perencanaan pembangunan 90%
berpihak kepada masyarakat daerah

Terwujudnya Perencanaan Nilai AKIP BAPPEDA

pembangunan daerah yang

berbasis kinerja

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

SERELE! Indikator Sasaran Target

Indikator

Sasaran

Meningkatnya sinergitas dan | Prosentase keselarasan antara renstra/renja perangkat 95%
berkelanjutan perencanaan daerah dengan RPJMD/RKPD
pembangunan daerah

Persentase keselarasan antara perencanaan sektoral (

master plan/rencana induk/ rencana aksi ) dengan 95%
RPJMD/RKPD
Meningkatnya capaian kinerjal Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan 95%

perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target
daerah
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Sasaran

Indikator Sasaran

pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencpai

Persentase indikator kinerja program prioritas

Bappeda Kota Bogor

Target

Indikator

Sasaran

target
Meningkatnya partisipasi Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam 75%
masyarakat dalam APBD

perencanaan pembangunan
daerah

Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan 30%

untuk menunjang visi misi kota

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja perencanaan

pembangunan daerah

Penilaian AKIP BAPPEDA

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil 100%

pemeriksaan BPK, Inspektorat propinsi, dan atau

inspektorat kota

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategiadalah cara mencapai tujuandan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan danprogram-program. Strategi diperlukan untuk memperjelas

arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bogora. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki acuan langkah agar

pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat

dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu

penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.
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Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
DaerahKota Bogor yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang
ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan
keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan
tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang
dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun
harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bogor secara
keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal.

Sttategi yang ditetapkan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bogor yang berbasis bukti dan data secara kualitas dan kuantitas yang sinergis dan
berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakatsecara efektif, efesien

dan akuntabel.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh yangberwenang untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk
dalampengembanganataupun pelaksanaan program/kegiatanguna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudansasaran,tujuan, sertavisidan misi
organisasi. Untuk 2015-2019. Kebijakan yangditetapkan adalahTeraplikasinya Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan secara

efektif, efesien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. RPOGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

Untukmendukung  tercapainya tujuan dan  sasaran, maka  program

yangakandilaksanakaninspektoratpada Tahun Anggaran2017,adalah sebagaiberikut:

Tabel 2.3

Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019
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Program Indikator Program Kegiatan Anggaran
1 | Pelayanan Prosentase pemenuhan | Pengelolaan rumah | 1.088.500.004
Administrasi kebutuhan operasional | tangga OPD
Perkantoran Perangkat Daerah
2 | Program Prosentase pemenuhan | Pengadaan 1.135.000.000

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

sarana prasaranaaparatur

inventaris kantor

Aparatur
Pemeliharaan  rutin | 1.469.000.000
berkala inventaris
kantor
3 | Program Nilai LAKIP  perangkat | KegiatanPenyusunan 50.000.000
Peningkatan daerah Perencanaan dan
Pengembangan Pelaporan Perangkat
Sistem Pelaporan Daerah
Capaian Kinerja dan
Keuangan
jumlah temuan atas
rekomendasi hasol
pemeriksanaan terhadap
kegiatan perencanaan
yang telah ditindaklanjuti
dibagi jumlah  seluruh
temuan pemeriksanaan X
100%
4 | Program Kerjasama | Jumlah Pendanaan dari | Kegiatan 150.000.000
Pembangunan CSR/TJSLP Optimalisasi
Daerah Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan
(TIJSL/CSR)
Perusahaan di Kota
Bogor
Prosentase program | Sinergitas 100.000.000
pembangunan daerah | Perencanaan
yang didanai dari CSR Pengelolaan CSR
(Banprov 2018
5 | Program Persentase  Keselarasan | Kegiatan 150.000.000
Perencanaan antara Renstra PD dengan | Pengendalian  dan
Pembangunan RPJMD Evaluasi
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Daerah

Pelaksanaan

Rencana
Pembangunan
Daerah
Kegiatan 75.000.000
Penyempurnaan
Kajian  Teknokratik
RPJIMD
Prosentase  Keselarasan | Kegiatan 800.000.000
antara Renja Perangkat | Perencanaan Umum
Daerah dengan RKPD
Persentase  Keselarasan | Kegiatan 194.000.000
RKPD dengan RPJMD Penyusunan RKPD
Tahun 2019
Persentase  Keselarasan | Kegiatan Pengkajian 300.000.000
antara target kinerja RKA | RKA SKPD T.A 2019
Perangkat Daerah dengan | dan DPPA T.A 2018
target kinerja  program
dalam RKPD
Persentase Anggaran | Kegiatan 400.000.000
dalam RKPD/RKPD | Penyusunan
perubahan yang | Kebijakan Umum
terakomodir dalam KUA- | APBD dan PPAS T.A
PPAS dan KUPA-PPASP 2019 serta Kebijakan
Umum  Perubahan
APBD dan PPAS
Perubahan T.A 2018
Persentase pendanaan | Kegiatan Sinergitas 150.000.000
dari pemerintah | Perencanaan
pusat/propinsi yang | Pembangunan
terakomodir dalam | Daerah
APBD/APBDP
persentase penerapan E | Kegaitan 99.650.000
planning, E Budgeting dan | Penyusunan Kajian
E Monev Hirarki Perencanaan
Persentase usulan | Kegiatan 413.220.000
masyarakat yang | Musyawarah
terakomodir dalam APBD Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
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Tingkat Kota

Rasio keterwakilan | Kegiatan 169.380.000
masyarakat dalam | Perencanaan
kegiatan musrenbang Pembangunan Subid
Pemerintahan
Persentase  keterwakilan
gender dalam kegiatan
musrenbang
6 | Program Persentase dokumen | Kegiatan 100.000.000
Pengembangan perencanaan yang dapat | Pengelolaan Sistem
Data dan Informasi | diakses oleh publik melalui | Informasi
media elektronik dan non | Manajemen
elektronik Perencanaan
Penganggaran dan
Pelaporan (SIMRAL)
Persentase Data PD yang | Kegiatan Data Pokok 100.000.000
terintegrasi dalam Sistem | Perencanaan
Informasi Manajemen Data | Pembangunan
(SIMPATIK dan SIPD) Daerah Kota Bogor
dan Pengelolaan
Sistem Informasi
Manajemen
Pelaporan dan
Statistik
Jumlah data yang telah | Kegiatan Monitoring 245.900.000
terintegrasi dengan data | dan Evaluasi
SKPD  melalui  sistem | Perencanaan dan
informasi manajemen Data | Pelaksanaan
Lingkup Bidang Fisik
dan Prasarana
7 | Program Persentase  Keselarasan | Kegiatan 300.000.000
Perencanaan Rencana Program | Perencanaan
Pembangunan pembangunan sosial | Pembangunan Subid
Sosial Budaya budaya dan pemerintahan | Pemberdayaan
dengan RPJMD
Kegiatan 202.245.000
Perencanaan
Pembangunan Subid
Sosial Budaya
Pro Poor Planning 150.000.000
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and Budgeting (P3B)
+ Program
Perencanaan
Responsif ~ Gender
(PPRG)

2018)

(Banprov

Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan SDA

Persentase keselarasan

rencana pembangunan
prasarana sarana wilayah

dan SDA dengan RPJMD

Kegiatan
Penyelenggaraan
Perencanaan

Lingkungan Hidup

100.000.000

Kegiatan Review
Masterplan Drainase

(Lanjutan

675.000.000

Kegiatan
Penyelenggaraan
Perencanaan Sarana

dan Prasarana Kota

250.000.000

Program
Perencanaan Tata

Ruang

konsistensi
antara Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
dengan RPJMD

Persentase

Rencana

Kegiatan
Penyusunan PERDA
Revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Bogor

225.000.000

10

Program
Perencanaan
Pembangunan

Ekonomi

Persentase  Keselarasan

Rencana Program
pembangunan daerah
sektor ekonomi

RPJIMD

dengan

Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi dan
Penelitian

Pengembangan

150.000.000

Kegiatan
Penyusunan
Rencana

Ketenagakerjaan

50.000.000

Kegiatan Kajian

Ekonomi Penataan

Surya Kancana

50.000.000

11

Program Penelitian

Pengembangan

Jumlah Inovasi Masyarakat

yang telah diinventarisir

Persentase inovasi
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masyarakat yang
diimplementasikan  untuk

menunjang Visi Misi Kota

Jumlah Penghargaan yang
diberikan oleh Pemerintah
Daerah atas inovasi

masyarakat

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima danpemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,maka
disusunlah PerjanjianKinerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bogor
yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon Il lll,danlV. Perjanjian Kinerja Eselonll
yaitudasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuandan sasaranBadan
Perencanan pembangunan DaerahKota Bogor olehWalikota Bogor. PerjanjianKinerja
Eselon Il yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Sekretarisdan Kepala Bidang oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kinerja yangdisepakati tidakdibatasi pada kinerja yang dihasilkanatas kegiatan
tahun bersangkutan, tetapi termasukkinerja (outcome) yang seharusnya
terwujudakibat tahun sebelimnya .Perjanjian kinerja juga digunakansebagai
dasarpenilaian  keberhasilan/kegagalan  pencapaian tujuan dan sasaran
organisasidan sebagai dasar pemberian penghargaandan sanksi serta menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasikinerjaaparatur, Perjanjian Kinerja Tahun

2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
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Perjanjian KinerjaBappeda Kota Bogor Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya sinergitas Persentase Keselarasan antara Renstra | persen 95

dan keberlanjutan /Renja Bappeda dengan RPIJMD/RKPD
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase Keselarasan antara Persesn 95
perencanaan sektoral
(masterplan/rencana induk/rencana
aksi) dengan RPIJMD/RKPD
2 | Meningkatnya capaian Persentase indikator kinerja sasaran Persesn 95
kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD
pembangunan daerah yang mencapai target
Persentase indikator kinerja program Persesn 95
prioritas pembangunan daerah dalam
RPJMD yang mencapai target
3 Meningkatnya Persentase usulan masyarakat yang Persesn 75
partisipasi masyarakat terakomodir dalam APBD
dalam perencanaan
pembangunan daerah
Persentase inovasi masyarakat yang Persen 30
diimplementasikan untuk menunjang visi
misi kota
4 | Meningkatnya Nilai AKIP Bappeda Nilai A
akuntabilitas kinerja
perencanaan Persentase tindaklanjut atas Persesn 100

pembangunan daerah

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ,
Inspektorat propinsi dan atau

inspektorat kota
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019
maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan

misiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

Capaian (%) Kategori Keterangan

85-100 Sangat Baik > Target Tercapai dan Melebihi Target
70 - <85 Baik = Target Tercapai
55 - <70 Cukup < Target Tidak Mencapai Target

<55 Kurang > Target
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3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja
dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen
perjanjian kinerja  dalam rangka  pelaksanaan  APBD  tahun
berjalan.Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima
amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai

pengukuran pada Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Target Realisasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja tahun tahun
2018 2018
2 3 4 5
Meningkatnya sinergitas | 1 | Persentase Keselarasan antara 95 67,43
dan keberlanjutan Renstra /Renja Bappeda dengan
perencanaan RPJMD/RKPD

pembangunan daerah

2 | Persentase Keselarasan antara 95 95
perencanaan sektoral
(masterplan/rencana induk/rencana
aksi) dengan RPIJIMD/RKPD

Meningkatnya capaian 1 | Persentase indikator kinerja sasaran 95 66,67
kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD
pembangunan daerah yang mencapai target

1 | Persentase indikator kinerja program 95 95

prioritas pembangunan daerah dalam

RPJMD yang mencapai target
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Meningkatnya 1 | Persentase usulan masyarakat yang 75 74,49
partisipasi masyarakat terakomodir dalam APBD
dalam perencanaan
pembangunan daerah
2 | Persentase inovasi masyarakat yang 30 333,33
diimplementasikan untuk menunjang
visi misi kota
Meningkatnya 1 | Nilai AKIP Bappeda 83 -
akuntabilitas kinerja
perencanaan
pembangunan daerah 2 | Persentase tindaklanjut atas 100 100
rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK,Inspektorat propinsi dan atau
inspektorat kota

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda KotaBogor Tahun

kinerjasasaran,

2018dilakukan

dengan cara membandingkanantara targetdengan realisasi masing-masing indikator

rincian  sebagai berikut : Realisasi pada akhir tahun 2018

menunjukan bahwa 4( empat ) Indikator kinerja sesuai yang ditargetkan dari 8

(delapan) indikator kinerja sasaran terdapat 4 ( empat )indikator kinerja

sasaran yang belum tercapai

Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.3

Target | Capaian % Capaian % Kenaikan/
Sasaran . .
No ) Indikator Kinerja tahun tahun tahun 2017 penurunan
Strategis
2018 2018 %
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya | 1 | Persentase 95 67,43 70,97 62.44 69,38 107,99%

sinergitas dan
keberlanjutan

perencanaan

pembanguna

Keselarasan
antara Renstra
/Renja Bappeda
dengan
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n daerah RPJMD/RKPD

2 | Persentase 95 95 100 93 100 102,15%
Keselarasan
antara
perencanaan
sektoral
(masterplan/renc
ana
induk/rencana

aksi) dengan

RPJMD/RKPD
2 Meningkatnya | - | Persentase 95 66,67 70,17 62,5 67,20 106,67%
capaian indikator kinerja
kinerja sasaran
perencanaan pembangunan
pembanguna daerah dalam
n daerah RPJMD yang

mencapai target

- | Persentase 95 95 100 93 100 102,15%
indikator kinerja
program
prioritas
pembangunan
daerah dalam
RPJMD yang
mencapai target

3 Persentase 75 74,49 99,32 70 100 106,41%
Meningkatnya usulan
partisipasi masyarakat
masyarakat yang
dalam terakomodir
perencanaan dalam APBD
pembanguna
n daerah
Persentase 30 100 333,33 - - 100%
inovasi
masyarakat
yang

diimplementasik
an untuk
menunjang Vvisi

misi kota
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perencanaan

tindaklanjut atas

Meningkatnya Nilai AKIP 83 72,89 88.89
akuntabilitas Bappeda
kinerja Persentase 100 100 100 100 100 100

pembanguna rekomendasi

n daerah hasil
pemeriksaan
BPK,Inspektorat
propinsi dan

atau inspektorat

kota

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisisdan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun
2018Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Sasaranl:Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan

pembangunan daerah

Sasaran 1 meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan
pembangunan daerahmerupakan sasaran penting dengan indikator kinerja
sasaran Persentase Keselarasan antara Renstra/Renja PD dengan
RPJMD/RKPDdengan cara membandingkan capaian target perencanaan
kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 sebesar 21,01 dengan target penilaian
KemenpanRb sebesar 30, Sedangkan indikator kinerja sasaran Persentase
Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana
induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPDIndikator tersebut merupakan
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Indikator Kinerja Utama yang pelaksanaan setiap tahapan proses harus
mempertajam indikator kinerja Perangkat Daerah , Penilaian tersebut
menunjukan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran
dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada
pemerintah Kota Bogor. Koordinasi dan kolaborasi antar perencanaan sektor (
master paln) rencana induk/rencana aksi dengan RPIJMD/RKPD mencapai
100% sehingga ada sinkronisasi perencanaan yang berkelanjutan dengan
seluruh pemangku kepentingan di daerah dengan pusat , Indikator kinerja
sasaran tersebut diatasmerupakan indikator yang sangat penting, relevan,

dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran 1.

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan

daerah

N Target Capaia % Capaia
o Sasaran Strategis Indikator Kinerja tahun n tahun n tahn
2018 2018 2017
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya Persentase Keselarasan 95 70,03 73,72 62,44
sinergitas dan antara Renstra /Renja
keberlanjutan Perangkat Daerah
perencanaan dengan RPIJMD/RKPD
pembangunan
daerah
Persentase Keselarasan 95 95 100 93
antara perencanaan
sektoral
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(masterplan/rencana
induk/rencana aksi)
dengan RPIJMD/RKPD

Sasaran 2:Meningkatnya capaian kinerja perencanaan

pembangunan daerah

Sasaran ke 2 Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan
daerah dengan indikator (Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan
daerah dalam RPJMD yang mencapai target dan Persentase indikator kinerja
program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target

).Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan
indikator sasaran RPJMD secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap
realisasi capaian kinerja pembangunan daerah terdapat peningkatan dari 51
indikatar kinerja sasaran dalam RPJMD yang mencapai targethanya 34
indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja program prioritas pembangunan
daerah dalam RPJMD terdapat 443 indikator kinerja program dan yang
mencapai target hanya 309 indikator kinerja program sedangkan 134 indikator
kinerja program tidak mencapai target, target kinerja sasaran dan program
telah tertuang dalam dokumen perencanaan Perangkat Daearah. Indikator
sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan,

dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran 2

Tabel 3.5

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah
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N . . - Target Capaian % Capaian
o Sasaran Strategis Indikator Kinerja tahun tahun 2018 tahun
2018 2017
1 2 3 4 5
2 | Meningkatnya Persentase indikator 95 66,67 70.17 62,5
capaian kinerja kinerja sasaran
perencanaan pembangunan daerah
pembangunan dalam RPJMD yang
daerah mencapai target
Persentase indikator 95 67,75 100 93
kinerja program
prioritas
pembangunan daerah
dalam RPJMD yang
mencapai target
Sasaran 3 :Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah
Sasaran ke 3 Meningkatnya  partisipasi masyarakat  dalam

perencanaanpembangunan daerah dengan indikator (Persentase usulan

masyarakat yang terakomodir dalam APBD dan Persentase inovasi
masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota).

maka aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang wajib diakomodir
dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor. Musrenbang
merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif

oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun
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anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya.Tujuan diadakannya
Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas
sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan
yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang
dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Berdasarkan
kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Bogor, maka aspirasi
masyarakat yang diakomodir pada tahap perencanaan pembangunan dihitung
menggunakan indikator Tingkat aspirasi (usulan) masyarakat yang
terakomodir dalam dokumen penganggaran, adapun jumlah usulan hasil
musrenbang tingkat kelurahan sebanyak 882 kegiatan sedangkan yang
terakomodir hanya 657 kegiatan yang terdiri dari 238 kegiatan diakomodir di
kegiatan kelurahan dan kecamatan, 419 kegiatan diakomodir di kegiatan
Perangkat Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan
upaya meningkatkan inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk
menunjang visi misi Kota Bogor diperlukan dukungan dari pemerintah kota,
dari jumlah inovasi 247 yang ada di Kota Bogor terdapat 44 inovasi berasal
dari masyarakat dan 128 inovasi dari Perangkat Daerah yang memenuhi
syarat dalam penunjang pembangunan yang mendukung visi misi kota Bogor,

hasil capaian inovasi yng menunjang visi misi walikota Bogor.

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 :Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 20189



Bappeda Kota Bogor

Target % Capaian
tahun Capaian tahun
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018 tahun 2017
2018
1 2 3 4 5
3 Meningkatnya Persentase usulan 75 74,49 99,32 70
partisipasi masyarakat yang
masyarakat dalam terakomodir dalam
perencanaan APBD
pembangunan
daerah
Persentase inovasi 30 100 333,33
masyarakat yang
diimplementasikan
untuk menunjang visi
misi kota

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan

pembangunan daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29

tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

pelaksanaan evaluasi kinerja berpedoman pada peraturan menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi nomor 12 tahun
2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemeritah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat

akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( outcome) terhadap
penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government) komponen penilaian
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diantaranya perencanaan Kkinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi internal dan capaian kinerja. Hasil pemerisaan tahun 2018 Badan

Periksaan Keuangan tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti,

hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Jawa Barat ada satu rekomendasi

yaitu kegiatan Sinergitas perencanaan pengelolaan CSR( Banprop 2018 ) dan

sudah ditindaklanjuti, sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor

ada 37 rekomendasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di Bappeda dan

semuanya sudah ditindaklanjuti,

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 :Meningkatnyaakuntabilitas

Tabel 3.7

kinerja perencanaan pembangunan daerah

N Target Capaian % Capaian
o Sasaran Strategis Indikator Kinerja tahun tahun tahun
2018 2018 2017
1 2 3 4 5
4 | Meningkatnya Nilai AKIP Bappeda 83 - - 72,89
akuntabilitas
L Persentase tindaklanjut 100 100 100 100
kinerja
atas rekomendasi hasil
perencanaan
pemeriksaan
pembangunan
BPK,I ktorat insi
daerah nspektorat propinsi

dan atau inspektorat kota

AKUNTABILITAS KEUANGAN
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Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran,
akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian
dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Selama tahun 2018 pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Bogor dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Pagu belanja
langsung Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 adalah sebesar Rp20.602.074.801(Dua
puluh milyar enam ratus dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus satu ribu
rupiah ) realisasi sebesar Rp . 18.152.090.171(Delapan belas milyar seratus lima puluh
dua juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) Adapun rincian pagu
dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan
sasaran pada setiap Misi Renstra Bappeda Kota Bogorpada tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2018

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
KEGIATAN

1 2 3 4 5

1 Belanja Tidak Langsung 10.760.179.797 9.488.619.650 | 88.18

2 Pengelolaan Rumah Tangga 1.088.500.004 929.840.525 | 85.42
OPD

3 Pengadaan Inventaris Kantor 1.135.000.000 1.063.272.000 | 93.68

4 Pemeliharaan Rutin Berkala 1.469.000.000 1.307.723.300 | 89.02
Inventaris Kantor

5 Penyusunan Perencanaan dan 50.000.000 42.788.341 85.58
Pelaporan OPD
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Penguatan SIDa (Sistem Inovasi

Daerah

500.000.000

444.644.550

88.93

Kajian Ekonomi Penataan Surya

Kancana

50,000,000

49.207.500

98.41

Data Pokok Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota
Bogor dan SIMPATIK

100.000.000

99.334.063

99.33

Review Masterplan Drainase

(Lanjutan)

675.000.000

611.274.700

90.56

10

Penyelenggaraan Perencanaan

Lingkungan Hidup

100.000.000

91.334.256

91.33

11

Penyelenggaraan Perencanaan

Sarana Prasarana Kota

250.000.000

244.217.305

97.69

12

Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang)
TA. 2018

413.220.000

406.911.129

98.47

13

Penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan KUPA PPAS
Perubahan TA. 2018

400.000.000

289.027.558

72.26

14

Penyusunan PERDA Revisi
Rencana tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Bogor

225.000.000

217.305.704

96.58

15

Penyusunan  Kajian  Hirarki

Perencanaan

99.650.000

97.380.000

97.72

16

Penyempurnaan Kajian
Teknokratik RPIJMD

75.000.000

49.254.228

65.67

17

Penyusunan Rencana

Ketenagakerjaan

50.000.000

49.235.000

98.47

18

Perencanaan Umum

800.000.000

773.593.844

96.70

19

Penyusunan RKPD Tahun 2019

194.000.000

180.686.166

93.14

20

Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
( Banprov 2018)

150.000.000

69.118.710

46.08

21

Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dan Pelaksanaan

Kegiatan Lingkup Bidang Fisik

245.900.000

190.949.605

77.65
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dan Prasarana

22

Pro Poor Planning dan
Budgeting (P3B) + Program
Perencanaan Responsif Gender
(PPRG) ( Banprov 2018)

150.000.000

95.582.400

63.72

23

Perencanaan dan
Pembangunan Bidang Ekonomi

dan Litbang

150.000.000

135.639.125

90.43

24

Optimalisasi Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
(TISL/CSR ) Perusahaan di
Kota Bogor

150.000.000

117.964.239

78.64

25

Perencanaan pembangunan
Subid Sosial Budaya

202.245.000

190.407.982

94.15

26

Perencanaan pembangunan

Subid Pemerintahan

169.380.000

168.967.992

99.76

27

Perencanaan pembangunan

Subid Pemberdayaan

300.000.000

272.717.016

90.91

28

Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan
(SIMRAL)

100.000.000

89.865.605

89.87

29

Pengkajian RKA SKPD Tahun
2019 dan DPPA SKPD TA 2018

300.000.000

180.171.500

60.06

30

Sinergitas Perencanaan
Pengelolaan CSR ( Banprov
2018)

100.000.000

71.612.000

71.61

31

Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

150.000.000

133.444.178

88.96

JUMLAH

20.602.074.801

18.152.090.171

88.11

Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda Kota Bogor Tahun 2018

sampai dengan bulan Desember 2018 bahwa capaian seluruhnya adalah 88.11 %
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termasuk ke dalam kategori BAIK atau dana yang dianggarkan terserap sesuai

dengan target.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembanguann
Daerah Kota Bogor Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)Badan Perencanaan
Pembangunan DaerahKota Bogorbulan Januari 2018 sampai dengan DesemberTahun
2018. LKIPBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 dapat
menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bogor dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,maupun kinerja

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bogor
menetapkan sebanyak 4(empat) sasaran dengan 8(delapan) indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang
ingin dicapai. Dari hasilpengukuranterhadappencapaianseluruhsasarantersebut,
secaraumumtelahtercapaisesuai target dantercapaimelebihi targetDalamTahunAnggaran
2018,untukpelaksanaan program dankegiatanpadaBadan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bogordalamrangkamencapai target kinerja yang
ingindicapaidianggarkanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) Kota
BogorTahunAnggaran 2018sebesarRp20.602.074.801 ( Dua puluh milyar enam ratus dua
juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus satu ribu rupiah ) realisasisebesarRp.
18.152.090.171( Delapan belas milyar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh ribu

seratus tujuh puluh satu rupiah).

DengantersusunnyalaporanKinerjalnstansiPemerintahBadan Perencanaan
Pembangunan DaerahKotaBogorini, diharapkandapatmemberikangambaranKinerjaBadan

Perencanaan Pembangunan DaerahKotaBogorkepadapihak-
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pihakterkaitbaiksebagaistakeholdersataupunpihak lain yang

telahmengambilbagiandenganberpartisipasiaktifuntukmembangun Kota Bogor.
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